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telah dan mungkin terjadi dalam pe-
laksanaannya patutlah dihargai.

Setelah kurang lebih 36 tahun me-
laksanakan kegiatan perkreditan de-
ngan lembaga hak jaminan hipotik dan
credietverband dengan segala akibat
hukumnya, maka diterapkannya UUHT
mengharuskan perubiahan dan per-
samuan persepsi serta sikap oleh se-
mua pihak yang tersangkut dengan ke-
beradaan lembaga Hak Tanggungan
(HT), vakni kreditor (termasuk bank),
debitor, notaris, PPAT, Xantor. Perta-
nahan, dan pengadilan. Kesamaan per-
sepsi dan sikap akan berpengaruh ter-
hadap pelayanan lembaga serta aparat
secara profesional, akurat, dan tepat
waktu, sehingga UUHT dapat diterinma
sebagai produk hukum yang ber-
manfaat dan menjamin kepastian hu-
kun.

UUHT dimaksudkan untuk membe-
rikan landasan bagi suatu lembaga hak
jaminan yang kuat dan menjamin ke-
pastian hukum bagi semua pthak yang
berkepentingan secara seimbang. Ke-
dudukan istimewa kreditor wmmpak,
antara lain, pada:

(1) Adanya ~drolt de preference”™ atau
hak mendahului yang dipunyai
kreditor sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal
20 ayat (1).

Adanya “drout de suvite’ bagi
obyek HT (Pasal 7).

Keharusan pemenuhan asas spe-
sialitas berkenaan dengan identitas
pemegang HT dan pemberi HT,
serta domisili masing-masing pi-
hak, piutang yang dijamin serta
benda yang dijadikan jaminan

(Pasal 11 ayat (1)), dan peme-
nuhan asas publisitas, yakni pen-
daftaran HT (Pasal 13).
Pelaksanaan eksekusi secara mu-
dah dan pasti (Pasal 6 dan 26).
Ketentuan Pasal 21 bahwa ke-
pailitan pemberi HT tdak ber-
pengaruh terhadap kelangsungan
HT.

Sifat HT yang tidak dapat dibagi-
bagi (Pasal 2 ayar (1))

Adanya kemungkinan untuk men-
jual obyek HT secara di bawah
tangan menurut tata-cara terientu
(Pasal 20 ayat (2)).

(1)

3

6)

)

Di samping memberikan perlin-
dungan kepada kreditor, UUHT juga
memberikan perlindungan kepada de-
bitor: pemberi HT dan pihak ketiga da-
lam hal-hal sebagai berikut:

(1) Adanya kemungkinan melakukan
rova partial yang diatur dalam Pa-
sal 2 avat (2) sebagai penyim-
pangan dari asas tidak dapat di-
bagi-bagi dalam Pasal 2 ayat (1).
Pemenuhan asas spesialitas dan
publisitas.
Ketentuan tentang isi SKMHT dan
APHT.
Hak pemegang HT pertania untuk
menjual obyek HT atas kekuasaan
sendiri hanya dapat terlaksana
apabila hal tersebut diperfanjikian
(Pasal 6 vo Pasal 11 ayat (2) huruf
e
{5} Janji vang memberikan kewe-
nangan kepada pemegang HT
untuk memiliki obyek HT apabila
debitor cidera janji adalah batal
demi hukum (Pasal 12).

(2)

(4)
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(6) Ketentuan tentang pencoretan
{roya) HT yang sudah hapus (Pasal
22) diadakan demi kepentingan debi-
tor/pemberi HT.

Daiam tulisan ini akan dibahas be-
berapa permasalahan yang timbul
berkaitan dengan kredit perbankan se-
hubungan dengan pelaksanaan UUHT.

1. Asas Pemisahan Horisontal
dalam UUHT

Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3} mene-
gaskan, bahwa obyek HT adalah hak
atas tanaly, yakni 1lak Milik (HM), Hak
Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna
Bangunan (HGB), serta Hak Pakai (HP)
atas tanah Negara. Sedangkan pem-
bebanan HT terhadap HP atas tanah
HM akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah (PP).

Penerapan asas pemisahan hori-
sontal yang tampak pada ketiga ayat
tersebut semiakin diperjelas dalam ayat
(4} dan (5). Pasal 4 ayat (4) me-
negaskan, bahwa pembebanan hak
atas tanah dapat pula meliputi benda-
benda yang secara tetap metupakan
satu kesatuan dengan tanah tersebut,
baik yang berada di atas maupun di
bawah permukaan tanah yang me-
rupakan milik pemegang hak atas ta-
nah dengan syarat bahwa keikutser-
tannya dibebani HT harus dinyatakan
secara tegas dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT). Pasal 4 ayat
(5) harus dipahami dalam kaitannya
dengan ayat (4), yakni bahwa yang
menjadi obyek HT adalah hak atas
tanah, dan apabila benda-benda ter-
sebut dimiliki oleh pihak lain, keikut-

sertaannya sebagai jaminan dapat di-
lakukan sepanjang pihak lain tersebut
memberikan persetujuan dan bersedia
untuk bersama-sama dengan peme-
gang hak atas tanah menjadi pihak
pemberi HT.

Dengan demikian jelaslah, bahwa
untuk dapat dijadikan obyck HT dan
tunduk pada UUHT, yang terpenting
adalah: hak atas tanahnya, benda-ben-
da yang secara tetap merupakan kesa-
tuan dengan tanahnya dapat ditkutser-
takan atau tidak diikutsertakan sebagai
jaminan,.

Pemahaman atas kaitan Pasal 4 ayat
{4) dan (5) dapat menghindarkan ke-
salahan dalam penerapan UUHT. Bila
bunyi ayat (3} dibaca terpisah dari kon-
teksnya dengan ayat (4), maka orang
dapat bertanya: Bagaimana bila pemilik
benda (yang bukan pemegang hak atas
tanah):akan membebankan bendanya
tersebut dengan HT? Sesuai dengusn
konsepsi yang berlaku, pemilik benda
yang bersangkutan tidak dapat mem-
bebankan HT secara langsung, karena
benda-benda itu secara berdirsi sendiri
bukan obyek HT. Yang bersangkutan
dapat menempuh “aturan main® secara
umum, yakni bahwa seorang (calon)
debitor dapat meminta kepada setiap
orang/badan hukum yang berwenang
melakukan perbuatan hukum terhadap
hak atas tanahnya sebagai pemberi HT.
Bahwa kemudian benda yang dimiliki
yang bersanglutan akan diikutsertakan
sebagai obyek HT, hal tersebut dapat
ditempuh atas kesepakatan pihak-
pihak yang bersangkutan, dan- kedua
belah pihak bertindak selaku pemberi
HT.
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Terhadap - bangunan yang berada
di bawah permukaan tanah, misalnya
bascrient yang secara fisik ada hu-
bungannya dengan hak atas tanah
yang bersangkutan, niaka bangunan
tersebut dapat diikutsertakan sebagai
obyek HT di samping hak atas tanah-
nya.

UUHT tidak mengatur lentang
pembebanan HT terhadap bangunan
yang menggunakan ruang bawah tanah
yang secara fisik tidak ada hubungan-
nya ‘dengan bangunan yang ada di
atas permukaan bumi di atasnya. Hal
ini disebabkan, karena pemberiun hak
di tuang bawah tanah belum diatur,
walaupun semenjak tahun 1991 dalam
seminar di Fakultas Hukum UGM per-
nah thlormrkan gagasan mengenai hal
u:rscbut {Sumardfono, Kompas: 19 Ok-
10ber:, 1995).

Jmplikasi  proktis bagi perbankan
dalam kaitan dengan pembebanan hak
atgs tanah adalah buhwa dalam mene-
rima agunan hak atas tanah seyogya-
nya sckaligus diikutsertakan benda-
* benda lain yang ada di atas tanah yang
bersangkutan, baik yung telah ada atau
akan ada. Hal ini dibuka kemungkinan
sebagaimana tercantum datam formulir
APHT, yakni dalam ruang akta no, 27

Bagaimana dengan masalah pem-
bebanan atas mesin-mesin pabrik yang
tertancap di atas tanah dan merupakan
satu kesatuan dengan tamah yang ber-
sangkutan yang berada dalam ba-
ngunan pabrik? Kiranya mesin-mesin
tersebut _dapat diikutsertakan  dalam
pembebanan HT. Dalam hal ini yang
menjadi obyek HT adalah hak atas
tanahnya berikut mesin-mesin tersebut

tdan tidak dibalik: mesin-mesin berikut
hak atas tanahnya), dengan ketentuan
bahwa keikutsertaan mesin-mesin se-
bagai obyek HT dinyatakan dengan
tegas dalam APHT (dalam hal peme-
gang hak atas tanah juga pemilik sesuai
Pasal 4 ayat (4).

Schubungan dengan ketentuan
dalam pasal 15 Undang-Undang No. -
Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (UUPP), untuk pembe-
banan atas rumah (tanpa dikaitkan
dengan hak aws tanah, penulis) tetap
dapat dilakukan dengun cara fidusia
Gavat (2} huruf a). Sedangkan pem-
bebanan rumah beserta wnah vang
haknya (hak atas tanahnya, penulis)
dimiliki oleh pihak yang sama fayat
(2) huruf b), dengan adanya UUHT
dibebani dengan HT. Pemberian ke-
mungkinan oleh UUPP bahwa rumiah
(vang nola bene romah dan hak aws
tanah dimiliki oleh pihak vang sama)
dapat difidusinkan, sedangkan tnah
thak atas tanahnya, penulic) dapat
dihipotikkan (sekarang: dibebani HT)
di samping akan membawa konse-
Kuensi yang rumit pacda saat eksekusi,
juga tidak sesuai dengan jiwa UUHT.

Dengan demikian jelaslah., bahwa
untuk jamtinan terhadap hak atas tanah,
berikut atau tidak berikut benda-benda
vang merupakan satu kesatuan dengan
tnzhnya, berlakulah HT. Fidusia dapat
diberlakukan untuk penjfaminan bukan
tanah (Sumardjono, Kompas: 8 April
1996).
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2. Penyebutan Nomor dan Tanggal
Perjanjian Kredit serta Penye-
butan Jumlah Utang dalam
APHT

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1)
huruf ¢ yvo Pasal 3 ayat (1) tampak
bahwa uniuk memenuhi asas spesiali-
tas, maka dalam APHT harus disebut-
kan nomor dan tanggal perjanjian kre-
dit. Adanya kekhawatican bahwa hal
tersebut akan merepotkan apabila ter-
jadi perpanjangan perjanjian kiranya
tidak perlu dipemusalahkan, karena
telah ditampung datam formwlir APHT,
vakni dalam ruang akta no. 12, 13
dan 14, Demikian pula mengenai pe-
nentuan jumlah utang dalam formulir
APHT dapat dipilih untuk diisi dengan
angka dan huruf, apabita jumiah utang
sudah ditentukan dengan pasti (fixed
foam, atau tidak diisi apabila jumlah
utang tidak ditentukan dengan jumlah
(angka) tertentu yang pasti dalam per-
fanjian. sesuai dengan ruang akta no.
14, termasuk penambahan, perubahan,
perpanjangan, serta pembaharuan per-
jfanjian utng-piutangnya.

3. Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT)

Berbeda dengan prakrek yang ber-
laku, vang seolah-olah memperlakukan
kuasa membebankan/memasang hi-
potik sebagai sesuatu yang dilembaga-
kan, maka dalam UUHT, pembuatan
SKMHT hanya diperkenankan dalam
keadaan khusus, yakni apabila pemberi
HT tidak dapat hadir sendiri di ha-
dapun PPAT untuk membuat APHT.

Dalam lul ini, pemberd HT wajib me-
nunjuk pihak lain sebagai kuasanya
dengan SKMHT yang berbentuk akta
otentik dan pembuatannya diserahkan
kepada Notaris atau PPAT yang kebe-
radaannya menjangkau wilayah ke-
camatan.

Penunjukan PPAT sebagai pejabar
yang berwenang membuat SKMHT di
samping Notaris adalah berdasarkan
alasan bahwa PPAT adalah pejabat
umum yang berwenang membuat akta
pemindahan hak atas tanah dan akta
lain dalam rangka pembebanan hak
atas tanah, vang bentuk aktanya di-
tetapkan, sebapai bukti dilakukannya
perbuatan hukum tertentu mengenai
tanah yang rerletak di daerah kerjanya.
Dengan demikian, maka akta-akta yang
dibsuat oleh PPAT memenuhi syarat se-
bagai akta otentik. Perlu diingat bahwa
keberadaan PPAT menjangkau wilayah
kecamatan sehingga dapat melayani
pihak-pihak yang memerlukannya, ter-
utama di tempat-tempat di mana tidak
ada Notaris yang bertugas.

Substansi SKMHT dibatasi, yakni
hanya memuat perbuatan hukum
membebankan HT, tidak membuat hak
untuk menggantikan penerima kuasa
melalui pengalihan, dan memuat nama
dan identitas kreditor, debitor, jumlah
utang, serta obyek HT (lihat Lampiran
I Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala BPN No. 3 Tahun 1996).

Di samping pembatasan mengenai
substansinya, untuk menengah Dber-
larutnya pemberian kuasa dan demi
tercapainya kepastian hukum, SKMHT
dilxatasi jangka waktu berlakunya. Ter-
hadap tnah-tanah yang sudah terdaf-
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tar, SKMHT wafjib segera ditkuti dengan
pembuatan APHT dalam jangka waktu
1 (satu) bulan dan terhadap tanah-ta-
nah yang belum terdaftar, kewaijiban
tersebut harus dipenuhi dalam waktu
3 (tiga) bulan. Yang dimaksud dengan
tanah yang belum terdaftar adalah ta-
nah-tanah yang telah ada hak kepemi-
likannya menurut hukum adat, tetapi
proses administrasi dalam konversinya
belum selesal dilaksanakan (Penjelasan
Pasal 10 ayat (3)). Termasuk dalam
kategori tanah belum terdaftar ini ada-
lah tanah-tanah yang sudah berseni-
fikat, tetapi belum didaftar atas nama
pemberi HT sebagai pemegang hak
atas tanah yang baru, yakni tanah yang
belum didaftar peralihan haknya. pe-
mecahannya, awu penggabungannya
(Penjelasan Pasal 15 ayat (4)). Apabila
persyaratan tentang jangka waktu
tersebut tidak dipenuhi, maka SKMHT
menjadi batal demi hukum. Ketentuan
tentang batas waktu untuk melaksana-
kan kewajiban yang bersifat imperatif
tersebut menegaskan balhwa SKMHT
bukan merupakan syarat dalam proses
pembebanan HT karena syarat mutlak
pemnbebanan HT adalah pemberian HT
dan pendaftarannya, namun apabila
pembuatan kuasa tersebut diperlukan,
nmka persyaratannya haruslah dipe-
nuhi.

Untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 15 ayat (5), yaitu perkecualian
tentang berlakunya persyaratan batas
waktu penggunaan SKMHT, telah terbit
Peraturan Menteri Negara Agraria/Ke-
pala BPN No. 4 Tahun 1996 tentang
Penetapan Batas Waktu Penggunaan
SKMHT untuk Menjamin Kredit-Kredit

Tertentu.

UUHT memperhatikan perbedaan
dalam kemampuan ckonomi seseorang
dan permasalahan yang masih ada se-
putar pemilikan surat tanda bukti hak
atas tanah. Karena itu, ketentuan se-
bagaimana tercantum dalam Pasal 8
Undang-Undang Ne. 7 Tahun 1992 ten-
tang Perbankan yang dalam penje-
lasannya, antara lain, menvebutkan
bahwa tnah yang kepemilikannya
didasarkan pada hukum adat, yaitu
yang bukti kepemilikannya berupu
irik. petuk, dan lain-lain vang sejenis
dapat digunakan sebagai agunan,
ditampung dalam UUHT. Tanab-tanah
tersebut dapat difadikan agunan de-
ngan memenuhi persyaratan dalam
UUHT, yakni pemberian HT-nya di-
lakukan bersamaan dengan permo-
honan pendaftaran hak atas tanzhnya.
Atau jika karena sesuatu hal harus di-
tempuht pembuatan SKMHT, maka
jangka wakm untuk menindaklanjuti
dengan pembuatan APHT adalah 3
(tiga) bulan.

Pertanyaan vang sering timbul ada-
lah: Mungkinkah sertipikat mnah di-
selesaikan dalam jangka waktu tiga
bulan? Dengan perkataan [ain, oring
sering menafsirkan bahwa jangka wak-
tu SKMHT untuk tanah belum terdafiar
yang dalam waktu tiga bulan harus
sudah diikuti dengan pembuatan APHT
ftu menyiratkan bahwa dalam wakw
tiga bulan sejak dibuatnya SKMHT
sertipikat hak atas tanah sudah terbit
aas nama pemegang hak.

Terhadap pertanyaan tersebut perlu
dikemukakan pandangan sebagai ber-
fkut:
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Pertama, ketentuan tentang pem-
buatan APHT dalam jangka wakuu tiga
bulan sejuk dibuatnya SKMHT untuk
hak atas tanah vang belum terdaftar
itu tidak serta-mierta harus ditafsirkan
bahwa sertipikat hak atas tanah atas
nama pemegang hak harus sudah terbit
dafam jangka waktu tiga bulan tersebut
- sehingga dapat segera ditindaklanjuti
dengan pembuatan APHT dan pen-
daftaran HT-nya. Memang diharapkan
bahwa semenjak pembuatan SKMHT,
segala prosedur untuk pendaftaran hak
atas tamal sudah mulai ditempuh. Apa-
kah dalam waktu tiga bulan sejak
pembuatan SKMHT sertipikat hak atas
tanah sudah siap atau belum tidaklah
menjadi masalah, dalam arti: APHT
harus dibuat dalam batas waktu tiga
bulan tersebut agar SKMHT tidak men-
fadi Latd demi hukum.

Bagi PPAT sudah ada ketentuan
vang harus diikuti dalamy membuat
APHT. baik untuk hak atas tanah yang
sudah terdaftar ataw untuk hak atas
tanah yang belum terdaftar ats nama
pemegang hak, vakni Peraturan Meneg
Agraria. Kepala BPN No. 3 tahun 1996
tentang Pendaftaran HT yang terbit
pada tanggal 30 Mei 1996.

Kapankah HT lahir? HT baru lahir
setelah dibuatkan Buku-Tanah HT yang
diberi bertanggal hari ketujuh setelah
warkah diterima secara lengkap dari
PPAT. yang berarti bahwa kelengkapan
warkah mengharuskan adanya sertipi-
kat atas nama pemegang hak atas ta-
nah vang merupakan syarat agar HT
dapat didaftar. Semakin cepat sertipikat
hak atas tanah terbit, semakin cepat
pula HT dapat didaftar. Cepat atsu

lambat terbitnya sertipikat hak atas ta-
nah tergantung pada banyak Faktor.
Dengan demikian jangka waktu penye-
lesaian sertipikat dalam tiga bulan
bukanlah harga mati.

Kedua, sinyalemen keprihatinan
masyarakat tentang lambannya pe-
nyelesaian sertipikat hak atas tanah
hendaknya menjadi masukan yang
berharga bagi pihak BPN untuk me-
macu aparat pelaksananya dalam me-
nyelesaikan sertipikat hak atas tansh
tepat waktu. Berlarutnya penyelesaian
sertipikat hak atas tanah akan berakibat
tertindanya pendafraran HT, yang ber-
arti penundaan kedudukan kreditor
sebagai kfeditor preferen, suatu hal
yvang justru tidak dikehendaki olch
UUHT.

4. Roya HT dan Pembersihan

Obyek HT

Masalah roye HT diatur dalam Pasal
22 HUHT. Dalam Pasal 22 ayat (4) di-
sebutkan, bahwa roya dinjukan oleh
pihak yang berkepentingan dengan
melampirkan sertipikat HT yang telah
diberi catatan pelunasan oleh kreditor,
atau dengan pemyataan tertulis kre-
ditor bahwa HT hapus karena piutang
yang dijamin pelunasannya dengan HT
telah lunas atau karena kreditor mele-
paskan HT yang bersangkutan. Kaliu
kemudian kreditor tidak bersedia mem-
berikan pernyataan tertulis tersebut,
pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan permohonan roya kepada
ketua Pengadilan Negeri yang daemh
kerjanya meliputi tempat HT yang ber-
sangkutan didaftar (ayat (5)).
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Sementara pihak merancukan per-
syaratan” pernyataan tertulis™ sebagai-
mana termuat di dalam Pasal 19 ayat
(1) dan Pasal 22 ayat (4). Adakah re-
levansinya menghubungkan Pasal 19
ayat (1) dan (2) tentang permohonan
pembersthan obyek HT dari beban
yang melebthi harga pembelian oleh
pembeli obyek HT kepada pemegang
HT berupa pemyataan tertulis dari pe-
megang HT tentang persetujuan pem-
bersihan obyek HT dengan Pasal 22
ayat (4)?

Kiranya Pasal 19 ayat /1) dan (2)
tidak perlu dihubungkan dengan Pasal
22 ayat (4), karena inti permasalithan-
nya berbexia. Pasal 19 ayat T1) dan (2)
mengetengahkan tentang hak dard
pembeli obyek HT dalam suatu pe-
lelangan umum untuk meminta agar
obyek HT dibersihkan dari beban yang
melebihi harga pembefian, dan hal ftu
dapat dilakukan apabila ada permnya-
taan tertulis dari pemegang HT yang
nenyetujui tentang pembersihan terse-
but. Permohonan pembersihan tersebut
tidak selalu dapat dilakukan. Pasal 19
ayat (4) menyebutkan, bahwa per-
maohonan pembersihan tidak dapart di-
lakukan pembeli obyek HT apabila
pembelian dilakukan dengan jual-beli
secara sukarela dan dalam APHT telah
dimuat fanji bahwa obyek HT ddak
akan dibersihkan, sesuai Pasal 11 ayat
(2) huruf f, Pasal 22 ayat (4) me-
nyebutkan tentang permwohonan rova
dalam keadaan wajar, artinya, karena
utang telah lunas atau karena kreditor
melepaskan HT yang bersangkutan.

Menghubungkan Pasal 19 ayat (1)
dan (2) dengan Pasal 22 ayat (4), dapat

menjurus pada kesimpulan bahwa per-
mohonan roya karena suatu pele-
langan umum harus melampirkan per-
nyataan tertulis dari pemegang HT. dan
karena hal ini dinilai dapat meng-
hambat kelancaran cksekusi, maka
sementara pihak mengusulkan agar
dalam risalah lelang dicantumkan
fungsi risalah lelang sebagai pemio-
honan roya sebagaimana pernah di-
muat dalam surat BPN No. 600-3720-
D-IV tanggal 2 Desember 1994.

Secam teoritis, karena Pasal 22 ayat
(4) berlaku untuk roya dalam keadaan
wajar, sedangkan roya vang dimchon
karena pelelangan umum terjadi se-
bagai akibat debitor cidera janji. maka
pernyataan tertulis dari pemegang HT
tidak diperlakukan untuk permohonan
roya karena pelelangan umum.

5. Penjualan Obyek HT Secara di
Bawah Tangan

Untuk melakukan penjualan obvek
HT secama dibawah wungan menurut
UUHT harus dipenuhi svarat-svarat ter-
tentu (Pasal 20 ayat (23 dan (3)).
Pemenuhan persyaratan tersebut bertu-
juan agar ada transparonsi dolam jual-
beli tersebut, sehingga siapa saja vang
berminat menjadi pembeli dupat ikut
serta dalam pelaksanaannya, di som-
ping bahwa persyaratan tersebut ada-
lah untuk melindungi pihak-pihak
yang berkepentingan. Pihak vang ber-
kepentingan itu mungkin pemegang
HT kedua dan seterusaya atau kreditor
lain. Yang dimaksud kreditor lain dapat
mencakup kreditor konkuren. Menga-

pa mereka perlu memperoleh pem-
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beritahuan tentang penjualan di bawah
tangan ini? Karena sebagai kreditor
konkuren, mereka masih mengharap-
kan untuk memperoleh tagihan dari
sisa penjualan obyek HT sctelah di-
kurangi dengan piutang pemegang HT,
tentunya secara proporsional dengan
kreditor konkuren yang lain.

Adanya sinyalemen bahwa, per-
syaratan tersebut akan menghambat
penyelesaian kredit macet barangkali
beralasan, tetapi bagainmnapun juga
HT bertujuan untuk melindungi kepen-
tingan pihak-pihak yang terkait secara
seimbang, dan dalam hal sudah terjadi
cidera janii, itikad baik debitor sangat
menentukan untwk dapat mengemba-
likan utang sesuai dengan yang telah
diperjanjikan sebelumnya.

Yang justru perlu dipikitkan adalah
agar supaya penentuan harga pen-
jualan obyek HT dilakukan oleh lem-
baga fasa penilai yang independen agar
tersasa adil bagi semua pihak.

6. Kaitan UUHT dengan PP No. 41
Tahun 1996 Tentang Pemilikan
Rumah Tempat Tinggal atau
Hunian olch Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia dan
PP No. 40 Tahun 1996 Tentang
HGU, HGB, dan HP Atas Tanah

PP No. 41 Tahun 1966 yang terbit
pada tanggal 17 Juni 1996 membuka
kemungkinan bagi orang asing yang
berkedudukan di Indonesia untuk
mempunyai rumah tinggal di atas tainah
HP. Sebagaimana diketahui, HP atas
tanah Negara merupakan obyek HT,
dengan demikian maka orang asing

yang berkedudukan di Indonesia dapat
menjadi pemberi HT. Masalahnya, un-
tuk menjadi pemberi HT, orang asing
tersebut haruslah memenuhi rambu-
rambu yang ditetapkan dalam per-
aturan perbankan, yang antara lain me-
nentukan bahwa orang asing tersebut
harus sudah bertempat tinggal di In-
donesia dalam jangka waktu tertentu,
mempunyai usaha di Indonesia, dan
{sesuai dengan UUHT) kredit yang ber-
sangkutan dipergunakan untuk ke-
pentingan pembangunan di wilayah
Negara RI.

Apabila UUHT dikaitkan dengan PP
No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB,
dan HP atas Tanah yang terbit pada
tanggal 17 Juni 19906, terasa ada suatu
hal yang belum tuntas. Dalam UUHT
disebutkan, bahwa HP atas tanah HM
dimungkinkan untuk menjadi obyek
HT dan hal tersebut akan diatur de-
ngan PP, tetapi PP No. 40 Tahun 1996
ternyata tidak memuat tentang hal ini.
Sebaliknya dalam Pasal 53 PP No. 40
tahun 1996 discbutkan, bahwa HP atas
tanah Negara dan HP atas tanah Hak
Pengelolaan (HPL) dapat dijadikan ja-
minan utang dengan dibebani HT, pa-
dahal mengenai HP atas tanah HPL
tidak disehutkan sebagai obyek HT
dalam UUHT.

PENUTUP

Terbitnya Undang-Undang ini se-
yogyanya mendorong Pemerintah un-
tuk segera menindaklanjuti dengan
mewujudkan Undang-Undang tentang
HM dan peraturan perundang-un-
dangan berkenaan dengan pemberian
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hak di bawah w@mnah yang tentunya
meliputi kemungkinan pembebiunan-
nya, yang perlu segem diantisipasi se-
suai dengan ntutan kebutuhan dalam
kegiatan pembangunan. Di samping
itu, sebagai pelaksanaan PP No. 40
Tahun 1996 perlu dipikirkan tentang
operasionalisasi konsep pemberian
HGB dan HP di atas tanah HM (Pasal
24 dan 44), termasuk bentuk dan isi
akta PPAT tentang pemberian hak baru
atas tanah tersebut (vang antara lain
memuar tentang kemungkinan per-
alihan dan pembebanannv) dan tata
cara pendaftarannya.

Adanya kemungkinan untuk mem-
berikan HGB dan HP di atas HM yang
juga membuka kemungkinan untuk
melakukan pembebanan, baik terha-
dap tanah HM dan tanah HGB atau
HP di atas HM tersebut, jelas membuka
peluang pemberian kredit oleh pihak
perbankan yang tentunya akan dilak-
sanakan dengan tetap memperhatikan
prinsip kehati-hatian.

Efektivitas UUHT memerlukan ko-
mitmen yung sungguh-sungguh dari se-
mua pihak yang terkait. o
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